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WALIKOTA BAU-BAL,

bohwa umiuk memngkotkan Pendapaian Dacmhb
melalui Penernimaan sebtor Pajak dalam wilayah kot
Bau-Bau dipandang perlu menclapkan obyvek dan
besarmya pajak Reklame

hahwa berhubung dengan maksed  pada bl 3
p-,::rlu deatur  ddan dllelapl-.nn dengan  Peraturan
[Dacrah ;

Undang - wundang Womor £ Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana, Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 1981 Momor T, Tambahan
Lembaran  Megara Memor 33049)

”I.'ld:lrlﬂ-l.l‘ldﬂr!!’ Momoar 18 Tabam 19497 el
Papnk Daerah dan Hetnbusi Daerah sehagnimana
telah dishah dengan Undang-undang Bomor 34
Tahunm 20602 {Lembaran Mepam Bepublik Indonessa
Tohun 2000 Momor 246, Tambahan Lembaran
Megara Momor 4048] |



2

Undong-undsng Momor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintshan Daerab (Lembarmn Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Momor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomaor 3839) |

Undangundang Momor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Dacrah  (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 19%% Nomor 72, Tambahan Lembaran Mepara
Mlomor 3848 ),

. Undangamdang Momor 13 Tahon 2007 tentang
Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Mepara
Republik  Indonesin  Tahun 2001  Nomor 93,
Tambahan Lembaran Neenrm “lomer 41209

. Peraturan Pemeniniah Nomor 25 Tahun 2000 temtang
Kewenangsn Pemerintnh dan Kewenangan Propinsi
schagai Daerah Ctonom (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2000 MNomor 54 Tambalan
Lembaran Megara Momor 3952 ;

Peraturan Pemerintah Nomar 65 Tahun 20601 1enang
Pajak Daerah {Lembaran Paegarm Republik Indonesia
Tahun 2M Momor 118, Tambaksn  Lembaran
Meoara Momor 4138 ;

Peraturan Pemenninh Nomor 66 Tahun 2001 1entang
Retribusi Daerah  iLembaran Negara  Republik
Indonesin Tahun 2000 MNomor 1%, Tambahan
Lembaran Megara Momer 4139 ;

Keputusan Presiden Kepublik Indonesia Momaor 44
Tahun 1999 tentang  Penyusunan  Pernturan
Perundang-undangan  dan  Bentuk  Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemeritsh
idan Bancangan Keputusan Presiden ;



Irenpan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAL-BAL
MEMUTUSKAHN -

Menetapkan @ PFERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAL
TENTANG PAJAK REKLAME

BAR 1
KETENTUAN UMLUM

Pusal 1
[Malam peraturan Daerah ini vang dimaksud dengam
a  [Daernh adalah Daerah Eom Rao-Rag:
b Pemenmiah Doerah adoloh Pemenntoh Kota Bau-Bau ;
¢ Walilknta mdainh Walitkotn Hau-Ran
d Pejabat adaloh pegawar vang dibem tugas ferientu  ditidang

Perpujokan Dmerah dan atoa Retribusi Daerah  sesuai dengan
Permiuran Penendang-undanoan vang berlaku |

¢ Pajek Reklame sdalsh Pajak atas penyelenceaman Reklame

[ Beklame adalah benda, alad, perbustan awu media yang mygnung
bentuk dan corak ragamnva wituk ljuen komeranl, diperpunakan
untuk  memperkenalkan, mengonjurkan atay memujikan suat
barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarnk perhatian wmum
kepuda suatu barang, jasa atou orsng vang diempatkan atau vang
dapat dilihat, dibaca dan atu didenger dan susiu tempat oleh
umum, kecuali yvang dilakukan oleh Pemerimiab |

g Penyelengparaan reklame adalah  orang pribadi atau badan yang

menyelenpggarakan wshn reklame bak untuk dan otas namanys
sendiri atnu untuk dan atas nama  pihak kain ;

h Surat lzin Penyvelengparaan Reklame pdalah Surat wvang bensi
pemberian [z kepada  seseoramp asw Badam untok

menvelrnpoaesboan Bebnlme



4

Milmi strutegis bokasi reklame ndalah nilai yang ditetapkan pada
titkk lokasi pemasangan reklame berdasarkon knterin sudut
pandang den kepadatan pemanfaatan tala ruang untuk berbaga
aspek kegatan di bidang usaha |

Sl Pemberitahusn Objek Pajak Reklame yang selanjutnya
disingkat SPOR adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajuk
umtuk melaporkan data Objek Pajak  sebapai dasar penghitungan
dan pembayaran  pajak  vang  terutang  menunt Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan Daeral ;

Surmt Seforan Pajak Daciab yang selanquinya disingkas 559D
pclaloh Surat vang digunakan oleh wajib pajak wntuk melnkukan
pembayaram stay penyeloran pajak yang terutang ke Kas Dacrah
atau kelempat lam vang dictapkan ofch Walikow |

Surat hetetapan Puyyok Dacrah, yang selanjuimya disingkar SKPD,
adalah Sumat Ketetapan vane meneniukan besarnva jumish pajak
VAR lerutang ;

Surnl Kescinpan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan wang
selanjuinya dismngkal SKPDKBT sdalah Surat Keletapan vang
menentukan tsmbaban atas jumlzh pajak vang telah ditetaphan |

Surat Ketetspan pojak Deersh Lebsh Bavar, vang selanjutmea
disingkat SKPDLE adalah Surst Keletapan ysng menentukan
jumiah kelebihan pembayaran pajak  karena jumlah kredit pajak
leiwh besar dan pajak vang terulang steu tidek seharusnyva terutang |

Surat Tagihan Pajak Deerah yang selamjutnya disingkmt STPD
mdalah Swuraf wniuk melabukan tagihan pajak dan stauw sanks
ndminisifas |

Badan adalah Suatu bentuk badan usahn yang meliputi persercan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha
milik negera atau Dacrah dengan nama dan dalambentuk apapur,
persckutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yavesan atau
oTpEAnisasi yans sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk ussha tetap
seria bentuk badan wsaha ninnya;
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g Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketn
Pajak atas banding terhadap Surat Ketetapan Kebemmtan yang
denjukan oleh Wajib Pajak,

r. Surat Keputusan Keberaton sdalah Surat Keictapan atas keberatan
terhadsp surat kefetapan pajak Doesrah, Surat Keletapan Pajak
Dacrah, Sural kewctapan pajak Dacrah Kwrang Bayar, sur

Pajak Daerah kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah lebih Bayar, Surat Ketetapan Pojak Derah Nihil, etay
terhadap pemotongan atau pemunputan oleh pihak ketipa wang
digjuken oleh wajib Pajak ;

5. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan  unmek  meEncan,
meagupulkan, dan mengolah diuta dan atw keterangan lainmya
dalam rangka pengawnsan  kepatuhan pemenuban  Eewajiban
perpojokan Draerah, berdasorkan permiuran  perundang-undangan
perpajakan Dacrah,

1. Penyidikan tindak pidana dibidang perpazakan Daerah adalab
seranghaian tindakan yvang dilakukan oleh penyvidik Pegowm Negen
Sipil, vang selanjmnya disebat penvidik, untuk mencari sera
mengumpulkan bukti vang dengan bukti ity membuat terang tindak
prdama dibidnng perpajakan Dacrah vane enadi sena menemuken

bzrsangkanmya;
' BAB I
MAMA, OBYER , SUBYEK AN WAJIR PAJAK
Fasal 2
{1) Nama Pajak adalah Pajak Reklame |
Pasal 3
(1} Obyek pajak adalah Semus penyelenggaraan reklams ;

{2} Penyelenggarnan reklame sebagaimana dimaksud pada syat (1)
imeebipati |
g Reklame Papan / billboard / megatron,



Reklnme kaimn,

Rekiame melekat {Stiker);

Reklame selebaran:

Reklame berjalan, termesuk padn kendaraan |
Reklame udara,

Reklame suara ;

Eeklame filem / slide;

Reklnme peragaan

Raliha

e e p oo

Pasal 4
Dikecumhikan don obyek pajak adalah

d  Pemvelenpearanan reklame melalul snlernet, televes mdic, wartn
harian, wars mingguan, warts bulanan, dan sepenisnva |

h Penyelengparasn reklame olch Pemenimish Pusat dan atau
Pemerintah Dacrah;

€. Penyelenggarnan Reklnme lainnva vang ditetapkan oleh Walikom
Pusal 5

Subyek papak adalnh Orang pribadi atau bacan yang menyelengparkan
alau pemesan reklame.

Fazal 6

Waph pajak adalah Orang pribadi atay badan vang menvelenpearakan
mekinme.

BAR 1IN
FEMBERIAN LZIN
Pasal 7

(I} Seting peryelenpgaraan reklome dan alat persga menverupai
reklame yang bertujuan non komersinl di Wiloyah Dacrah harus
mendapat [zin dan Walikols
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(2} Dalam menctapkan [@in sehagimann dimaksed pada ayat (1),
Walikots herpedoman pada perencangan Kota
Pasal 8

lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah untuk jongkn
waktu lerfeniu

Pasal ¥

Tata Cara uniuk mendapatkan szin pemvelenggargan reklame sdalakh
sebapal benku
a  Mengajukan Permobonen  deriulis kepada  Walikols  denpan
menggunakan blanko vang disedinkan |
b, Permohokan sebagaimana dimaksud pads bural 2 karus memenohn
svaral-svaral vang ditetapkan obeh Waltkaota |
¢ Linfwk tekms Heklome ferientu wapnb membenkan jaminan biaya
pembonpkaran
Pasal 10
Fermohonan izin schagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapar disalak
opabila Reklame vang diselenggarakan menerul pertimbangan Walikota
alay Pejabai akan mengurang keindahan piny mengpangpu ketertiban,
keamanan, kenvamanan, resa kesusilnan, kesehatan umum  dan
kepentingon pembangunan

Fasal 11

(1} Penyelenpgarsan  reklame dapa  dilaksanakan  sewclah Lo
Penyelenggaraan diterbutkan sehagaimana dimakswd dalam pasal 7

ayatil).
(2) Penyelenggaraan reklame harus memenahy syarai-syarsl yong telah
ditentukan sehagnimana dimaksud daln Pasal 9 huruf b

Pasal 12
Penyelengyarn Reklame berkewajiban untuk
a memelihn-a bondaalat reklame agar aclalo dalam koadasn baik



]

b Sepern menphilangkan bendofnlat reklame seielah jamgka wakiu
yang detentukan berakhir,

g, M:Tmiggmg resike bila terjadi kecelakain atay musibah pads
Jnhn_l':gnuu penyelengparaan reklame yang disehablan karens
kclalainn stau kehilafonnya,

Paszal 13
Walikola atou Pejabat dapat mencabat izin sebagaimona dimaksusd
dalam pasal 7 ayat { 1) apahila

& Terjadi perubahan sedemikian rupa sehinggn menyimparg dari
ketemtuan yang telah dietapkan.

b Penyelenggaraan Reklame tidak memenuhi syarat sehagnimana
dimaksud dalam Pasal 11

Faxnl 14

(1) Walikoto  stau  Pejabal dapsi  memberhentikan,  mencabui,
memindahkan atay menurunkan reklame vang tidak memperoleh
iin

(2 Wabkota atau  Pejabat  dapat  memberhemtikan, mencabut,
memindabkan atau menarunkan reklame yang jangka waktu winnya
berakhir dan ataw izinoya drcabays,

BABR IV

DASAR PENGENAAN DAN TARIF DAN PENGHITUNGAN
FAJAK

Pasal 15
(1) Dasar Pengenaan Pazak adalah Nilai Sewn Reklame.

(2} Nilad Sewa F‘.l:!l'.lﬂ.m'.' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung

bigya pemasangsn reklame, pemeliharman reklame,

lama pemasangan reklame, Nilad strategis bokasi, jenis reklame dan
ukuran medim Reklzme
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(3} Dalam hal reklame diselenggarasn oleh orang pribadi atau badan
vang memanfantkan rekleme wnivk kepentingan sendin, maka mila
sewa feklame dikitung berdasarkan biaye pemasangsn reklame
pemeliharaan |

(4] Dulum hal Reklame disclenggaraan oleh prhak ketiga, maka nilai
sewn reklame ditentukan berdasarkan jumish pembayaran uniuk
satu masa pajak atau masa penyelenggarman reklame  dengan
memperhatikan bioya pemasangan reklame, pameliboraan rekinme,
lami pemasangan, nilai strategis lokasi, jenis Reklame dan ukuran
medin Rekiame.

[51 Hosi| perhitungan  Nilar Sewa Reklame sebapmimana dimaksid
pada ayal (2) dan (3) dinyatakan dalam bentuk abel dan ditetaphan
dengnn keputusan Walitkota

Pasal 16
Besarnya wrif Pajak diwwnpkan sebesar 20 %o | dua paliik pérsen ).
Pasal 17

Besmya pajak teruteng dihiteng dengan cara mengahkan tanf pajak
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan dasar penpenaan pajak
sehagrimans dimaksed dalam Pasal 15

BAR WV
WILAYAH PEMUNGUTAMN
Pasal 18

Pajak terutang dipungul & wilayah Dacrab tempat Reklame
diselenggarnkan

BAR VI
MASA PAJAK DAN SAAT PAIAK TERUTANG
Pazal 19

Masa pajak ndalah Jangks wakiu yang lomanya sama dengan jangka
wiakiy penvelengparaan reklame,
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Pasal 20
Sast pajak terutang mdalah Pada saat penyelenpparann reklame atay
penerbitan SKPD.

BAR VI

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

Pasal 11
{1} Setiap wajib pajak wajib mengisi SPOPE.
(2) SPOFR sehagnimana dimaksud pada ayar (1) harus disi dengan

Jelas, benar dan lenghkap serta ditands tangam oleh wajib pajak atay
kuasanvi,

(31 Bentuk. 151 serin tsts cara pengisian dan penyampaian SPOPR
diietapkan oleh Walikota
EAB VI
PFENETAPAN FAJAK
Pasal 22

i B:rdasm!::un SPOPR schagaimana dimaksud dalam Pasal 21 aya
{1y Walikota stau Pejabat menclapkan pajak icrutang dengan
meneriitkan SKPD,

(2) Bentuk, isi, dan cars penerbitan SKPD scbagaimans dimaksud pada
avat | ) dinetapkan oleh Walikota,
Pasal 13

(1) Dalam jangka wakiy 5 (lima) tahun sesudah saat tenutangnya pajak,
Walikots  dapat menerbitkan SKPDEBT apabila ditemukan data
bere dan aiau  data yang semula belum terungkap yang
menyehabkan penambahan jumlah pajak yang tenssng,

(2} Jumll‘n! kekurangan Pajak yang terutang dalam  SKPDEBT
sebagnimana dimaksud pada ayar (1) dikenaken sanks) sdmindstrasi
berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlsh
kekurangan majak tersehid



{3} Kenaikon schapaimana dimoksud peda nver (2) tidek dikenakan
apabila Wajib Fajak melaporkan sendin sebelum  dilakukan
timdakan pemeriksaan,

Pasal 24
{11 Walikota atau Pejabat dapat menerbitkan STPD apabila :
& Puuk dalom tahun berjalan tidak atau kurang hayar ;
b, Wajib Pajak dikenakan sanksi admimistrasi berupa denda.

(2} Jumloh  kekurangan pajak  vang  ierutang dalam STPD
schagaimana dinaksud pada ayat (1) buruf &, ditambah dengan
sanksi adminisirasi berupn denda paling banyak 2 % idua persen)
setiap bulen untuk paling lama 1% (lime belas) bulan sejak sant
ieratangrva pajak

13} Pajak yang terviang menurel SKPD dan SKPDKAT yang tidak atau
kurang ditayar setelah jatuh wmpo pemboyaren dikcnekan sanksi
administrass berupa denda paling bamyak 2 % (dua persen) sebulan,
ditagih melalus STPD

(4} Bentuk, w1, serla tata carn pengrsian dan peovampaian STPD
ditetapkan oleh Walikota ,
BAR X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

{1] Pembayran Pajak yang terutang dilakukan & Kas Daerah sisu
tempal lain yang ditunjuk olch Walikota sesuai dengan jangka
wakiu vang telah ditentukan dalam SKPD, SKPDKBT dan atau
STPD.

(2} Pembayaran Pajnk sehagaimana dimaksud pada aavat (1) dilakukan
dengnn menggunskan SSPD,

(3} Bentuk, jenis, isi, ukuran SS5PD, dam iata cara pembayaran seria

tanggal jatuh tempo pembayeran pajak terutang ditetapkan oleh
Walikina



Fasal 14

(1) Pembayaran Pajak harws dilakukan sekaligus atau lunas.

(Z) Pajk yang terutang dilunasi sclambat-lambatmya | (satu) bulan
segak diterbitkannys SSKPD, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang
menyehabkan jumlah pajsk vang harus dibaver bertambah

{3) Walikota  mtau Pejabas atas permohonian wajib pajak setelh
memenuhi  persyaratan  yang  ditemtukan  dapat  memberikan
persetujuan kepada Wi Pajak untuk mengangsus sty menunda
pembayaran pajuk dengan dikenakan denda paling banvak 2 % (dus
persen | szbulan

(4) Tetn earn pembayaran, penyztoran, fempat pembayaran, angsuran,
dan penundasn pembavaran pajak  diatur dengan K.eputusan
Wahkota .

BAR X
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Fasa! 17

(1) Pajak yang tertang berdasarkan SKPDKH, SKPDEKBT. STPD.
Sural Keputusan Pembetulan, Surat Kepotusan Kebersin dan
Fulwsan Banding yang ndak atau kurang dibayar oleh wayib pajak

pada wakiunya dapat ditagih dengan Surnt paksa
(2} Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan
Persturan Perundang-undangan yang berlaku

BAR XI
KEEERATAN DAN BANDING
Fasal 18

(1) Wajib Pajak  dapat mengajukan permohonan keberatan Banding
kepada Walikots atau Pejabat yang ditunjuk ates suatu



a SKPD:
b, SEPDEBT
¢ SKEPDLB

(2} Permohonan Keberatan schagaimana dimaksud pada ayvar (1)
dinjukan secara tertulis dengan alasan yang jelas

{3} Dalam hal wayib pajak menpajukan permohonan keberatan atas
ketetapan pajak, wajib pajak harus dapat membukitkan ketsdak
benaran Keletapan pajak tersebat;

{4y Permohonan Keberatan sudah harus digjukan dalam jangks wakiu
paling lama 3 (bga) bulan sepak diterimanya sural ketetagan pajak,
tanggal pemotongen s Ganggal  pemunguian  sebagarmana
dumnabsud pada myat (1) kecuals wapit pagak dapat menunjukkan
bahwa dalam jangks wakiw itu ndak dapar dipenuhi karena keadaan
i lunr kekussaanmya

(5} Permobonan  Keberatan  vang  tdak  memenubi  persvaraian
sehapimana dimaksud pads ayat (2) dan {3 ) ndak denggep schagn
surat keberatan

i) Pengajuan keberatan ndak menunda kewajiban membayar pajak dan
e laksanann penagihan pajak sesum ketentuan yang berlaku

Fasal 29

i1y Walikatn atau P-qj.p.bul! dalam jangk.ﬂ walkt p.'i.|:il1g lasma 3 | nga b
bulan ssjak tenggal Swrat Keberatan diterima, harus member
kepuiusan atas Eeberatan yang diapukan

{2) Keputusan Walikotsa  atas keberatan dopat berups menerima
seluruhnyve wiaw sehagian, menolak, atauw menambah besarmya pajak
vang lerutang

[3) Apabila janpka wakw sebagaimana dimaksud pads avat (1) telah
lewni dan ‘Waliketa Hdak membesi Surat Keputusan, keberatan
vang diajuknn terschut dinnggap diknbulkon
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Pasal M

{1} Wajib Pajak dapat mengojukan permohonan banding kepada Badan
Penyelesaian  Sengketa Pajak  ferhadap  keputusan  mengenm
keberatan yang ditetapkan oleh 'Walikows

(2] Fermohonan sebagmaimana dimaksud pada ayat (1) digjuksn secara
terfulis, dengan alasan yanp jelas dalam jangks waktu 3 | upm |
bulan sejak Keputusan diterima, dilampici salinen dan Surst
Keputusan tersehat,

(3} Pengajusn  permohonan  bandmg  tdak  menundza  kewajiban
membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak

Pasal 31

Apabile penpajuan keberatan atay banding dikabulkan schapian atau
welurchryva,  kelebihan pembavaran  pajak  dikembalikan  defigan
ditamibah imbalan denda paling banyak 2 % [dua persen) sebulban untuk
paling lama & { enam ) bulan

BAaB Xil

FEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAFAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKS] ADMINISTRASI

Pasal 31

(1) Wahkotn wtaw Pejaban ams permohonan Wapb  paak  dapa
membetulkan SKEPD atau SKPDKBT asus STPD wanp dalam
penerbitannya terdapat kesalahan fulis, kesalahan hitung dan atau
kekeliuan  dalam  penerapan Peraturan Perundang-undangan
Perpajakan Daerah

(2) Walikota atau Pejabat dapar :
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. menguraikan atay menghapus sanksi admimistrasi berupa denda
dan  kensikan pajak  vang terueng  menunst Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan D-.rah, dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan
karena kesalahannya,
b. Mengurangken misu membatalkan keletspan pajak vang tidak
benar.

(3} Tatn cara pemgurangan atau penghapusan sanksi adminictras) dan
pengurangan  atau  pembatalan  ketetopan  pajak  schagmimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikosa .

BAR XIN
FESGEMBALIAN KELERTHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 33

Ul Atas kelebiban  pembayaran  pajok,  Wajib  Pejak  dopm
mengajukan  permohonan  pengembahan kelebihan pembayaran
pajek kepads Walikota  secara tertulis demgan menyebutkan
sehurang-kurangnyva

a, Mama dan alamat Wapb Pagak |
b Masa Pajak

. Besarmya kelebihan pembayaran pajak |
d. Alnsan vang jelas

|2} Walikota stsu Pejabat dalam jangks wakty paling lama 3 { bign
bulan sejak diterimanya permobonan penpembalian  kelebihan
pembayaran pajak sehagaimana dimaksud pada avat {1} harus
memberkan keputusan,

(31 Apabila jangka wakiu sebagmmana dimaksud pada ayat (2)
dilampaui Walikota tidak memberikan Keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan pembayeran pajak dianggap dikabulkan
dan SKPDLE harus diterbitkan dalam wakin paling lsma 1 {satu)
balan
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14) Apabila Wajib Pajak mempunya uinng pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak schagamana dimeksud pads ayat (2} dapar
diperhilungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak
dimaksud,

{3} Pengembalinn kelzhihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu -
paling lama 2 {dua) bulan sejak diterbitkannys SKPDLB,

(%] Apabila pengembalian  kebebihan pembayaran pajak  dilakukan
setelah lewat wakiu 2 (dun) bulan scjak diterhitkannyva SKEPDLB,
Walikota atan Pejabat memberiken imbalan denda sebesar 2 % (dus
persen) wuntuk paling lama & { enam) bulon ates keterlambatan
pembayaran kel=hihan pajsk

Fazal 34

{1} Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dajukan
secara tertulis kepada Walikota dengan menyebutkan

a  Masa Pajak ;

b, Besarmyn kelebithan pembavaran pajak |

< Alasan yang jelas

d Permohonan pengembalian  kelebihan  pembavaran  pajak
disampaikan secara teriulis kepada Walikota

(2} Bukti penerimazn oleh Pejabel atau bukti pengiriman pos tercatat
merupakan buky saal permohonan diterima oleh Walikot atau
Pejabai

Pasal 35
(1) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Pajok

(2} Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang
pajak lzinmys sebagaimana dimaksod dalam Pasal 32 avar (1),
pembayaransys dilakukan dengan cars pemindahbukuan dan bukti
pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran



BAB XIV
KeEDALIUWARSA PENAGIHAN

Pasal 34
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajuk, kedsluwarsa setelab
melampaui jangka waktu § (lima) mhun terhitung sejk saar
lerutangnyn pajak, kecunli ppabila wajib pajak melakukan tindok
padana di bidang perpajakan Daeral.
(2] Kadalisrsn penagihan pajak sehagarmann dimaksud pada ayat (1)
teriangpuh apabila -
i Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atay ;
b Ada pengakunn utzng pejak dari Wajib Pajak baik langsung
maupun tidek langsung
BAB XV
FEMERIKSAAN
Fasal 37

(17 Walikota atau Pejabat berwenang melakukan pemeriksann untuk

mengu)t kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dalam
ranghs melaksanakan Peraturan Perundang-undangan perpajakan
Ciaerah

12) Wapnb Pajak yang diperiksa wajib i
8. memperlibatkan dan atay meminjamkan buku atsu esiatan,
dokumen yang menjadi dasamva dan dokumen lain vang
berhubungan dengan obyek pajak yang terurang |
b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangn

vang disnggap perfu dan memberi bantuan puna kelancarmn
pemeriksaan ;

€. memberikan keterangan vang diperiukan,

{3} Tata cara pemeriksaan pajak ditetapkan oleh Walikota dengan
berpedoman pada Keputusan Menten Dalam Negeri_
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BAB X¥I
KETENTUAN PIDANA
PFasal 38

Wajib Pajak yang tidak menvampaikan SPOPR atau mengisi dengan
tidak benar atay tidak lenghap atau melamperkan keterangan vang tidak
lengkap sehinggn menggkan kevangon Dacrah dapat dipidans dengan
pidann kurungan paling lama 6 {enam) bulan dan atsu dends naling
banyak 2 (dua) kali jumilsh pajak vang terutang

Pasal 3%

Tindak Pidana dibedang Perpmakan Daerah ndal dounhs seeelab
melampayl jangka wakty 10 (sepulub) tahun sk saat terutangnya
pajak atae berakhimyva Masa Pajak atau herakhimya Bagian Takuen
Pajak atau berakhimya Tahun Pajak vang bersanghutan

BAE XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Prisal 400

{1y Pejabar Pepawai Megeri Sipil tenentu dilmpkungan Pemerimiah
[Maerah diben wewenang khusus sehagmi Penyidik untuk
melakukan penvidikan tindok pidana ditidang perpajakan Dacrah.

{2} Wewenang penyidik sebapaimana dimoksud pads ayat (| ) adalah

a.  menenma, mencan, mengumpalieon, dam mensliti keterangan
atau laporan  berkenaan  dengan tindak pidana & bidang
perpajakan Ducrab apgar keierangan atay lsporan  tersebut
menjadi lebih lenghap dan jelas

b, meneliti, mencan dan mengumpulkan keterangan mengensi
orang pribadi aiau badan temiang kebenaran perbusian vang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidans Perpajakan Dagrah

c. meminia ketermngan cdan bahan bukt dan oreng pribadi atau
badan schubumpan denpen tindak pidans dibidane perpajakan
Meaerah ;
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memeriksa buku-buky, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
kain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan
Dperah |,
melakukan pengpeledshan untuk mendspatkan bahan bukt
pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan penyitann terhadap bahan bukti tersebat -
meminta bantuan tenaga shli dalam rangka pelaksanaan fugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpapakan Dacrah ;
menyuruh berhenti dan ata melarang seseorang menmpgalkan
iuangan atau tempal pada st pemeriksaan sedang berlangsuny
dan memerikia wlentitas orang dan atan dokumen yang dibawn
schagaimana dimnksud pada huruf e |
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan Daerah |
memangpil orang wiuk dalespn kewerangannya dan diperiksa
sehagai tersangka atau saksi
menghentikaon penyidikan
melakukan tindakan lain  vang perlu umtuk  kelancaran
penvidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah menur
hukwm yang dapat dipertanggungjawahkan

(d) Penyidik sebagnuimana dimaksud pada ayar (1) memberilahukan
dimulsinya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepadn Penuntut Umism, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Memor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acamn
Pidana

BAB XV
KETEMTUAN LAIN-LAIN
Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerzh ini, sepanjang
mengenai  pelaksanaannya  akan  distur  dan  dietapkan  dengan
Keputesan Walikota
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BAR XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42
Dengan berlakunya Peraturan Deerah ini, maks semua ketentian yang
mengatur teatang Pajak Reklame dinyatakan tidak berlaky,
Pasal 43
Peraturan Dacrah ind mulai berlaky pada tanggal diundangkan.
Agar setinp orang menpstahumya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Dacrah tentang Pajak Reklame ini denjan pencmpatannva
dalum Lembaran Deerah Kota Bau-Eau

Disekkandi Bau-Bau
padn tanpeal 04 Mer 2005

WALIKOTA BAU-BALL

Cap/Ted
Dirs, MZE AMIRUL TANMIM, MLS|

. .J-' andi Bau-Bau
'-'i::? Fadn Ehgpal, 14 Mer 2003
i

PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
MIP. 010085645

LEMBARAN DAERAH KOTA BAULRAL
TAREN 2007 MOARWN &
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